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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tetag tindak pidana 

penganiayaan berat yang dilakukan anak dan untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan 

Hukum terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan berat. Jenis penelitian dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi 

kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum 

yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan berdasarkan UU No 11 tahun 2012), anak sebagai 

pelaku penganiayaan berat dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. 

Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat 

dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 81 ayat 

(2) UU No 11 Tahun 2012, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) 

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.   

Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam UU No 35 tahun 2014 

tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Perlindungan 

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Tidak jarang anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun dapat ditemukan 

pula anak menjadi pelaku penganiayaan berat. 
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PENDAHULUAN 

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan 

pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani 

kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu 

pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak 

diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum. 

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan 

dalam bentuk kekerasan seperti penganiyaan khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi 

pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol 

baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan 

pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat 

menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung 

pada penganiayaan. 



Negara mengedepankan perlindungan hak-hak anak yang menjalani proses hukum 

dalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada 

orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan 

keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi 

penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi. 

 

PEMBAHASAN 

Di masa sekarang sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut anak. 

Kenakalan anak atau tindakan dan perbuatan pelanggaran norma, baik itu norma hukum 

maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering dijumpai di 

kehidupan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati 

perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun 

modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan 

anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.  

Dari segi pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dikenakan oleh anak 

sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan 

memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 

tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, 

yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan 

pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut 

kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mewadahi.  

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak 

semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak 

pidana penganiayaan berat ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan 

bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata 

lain pada tindak pidana penganiyaan ini adanya tingkatan-tingakatan dalam penganiayaan 

yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi 

korban tindak pidana penganiayaan tersebut. 

Penganiayaan undang-undang tidak memberikan perumusan, namun menurut 

Yurisprudensi Pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :  

a. Menyebabkan luka-luka pada fisik  

b. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya  

c. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban  

Penganiayaan berat merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh 

hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir 

setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Tindak 

pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana 

yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering 

dilakukan rumah tangga dengan melakukan berbagai kekerasan baik fisik, psikis dan lain 

sebagainya.  

Pada prinsipnya, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah 

tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, 

maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung 

jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan 

bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-

ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang 

dewasa.   



Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan pidana terhadap anak yang masih 

dibawah umur pada dasarnya berbeda dengan penerapan pidana yang diberikan kepada 

orang yang cukup umur atau dewasa. Sebagaimana menurut Sistem Peradilan Pidana anak, 

jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan, akan 

diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang 

didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata 

unsur pasal penganiayaan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 

81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang 

sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa. 

 

KESIMPULAN 

Kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan 

beragam, baik frekuensi maupun dalamkeseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat 

dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain penganiayaan. Perilaku menyimpang 

yang cenderung mengarah pada kejahatan yang dilakukanoleh anak tersebut dalam 

bentuk pemerasan atau penodongan digolongkan sebagai kenakalan anak. 

Kenakalan anak tersebut tampaknya telahmengganggu ketertiban, keamanan, 

kenyamanan masyarakat baik di kota-kotabesar maupun kota-kota kecil.  Tindak 

pidana Penganiayaan khususnya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan 

oleh anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, 

karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat, bahkan hampir 

setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. 

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai 

suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat.. Seorang anak yang 

melakukan tindak pidana penganiayaan  harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang anak harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak 

tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak sebagai pelaku 
penganiayaan berat dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan.  
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